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ABSTRAK

IMPLIKASI HUKUM PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG NOMOR 10
TAHUN 2017 TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT MOI DI KABUPATEN SORONG TERHADAP MASYARAKAT
HUKUM ADAT MOI SEBAGAI SUBJEK HUKUM

Khamid Istakhori'
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera
Email: khamid.istakhori@jentera.ac.id

Pengakuan masyarakat hukum adat termuat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945; negara
mengakui dan menghormati eksistensi dan hak-hak masyarakat hukum adat. Namun, pengakuan
tersebut tersebut dibatasi dengan persyaratan: sepanjang masih hidup, sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, dan diatur dalam undang-undang. Selain itu,
pengakuan atas masyarakat hukum adat juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 35/PUU-X/2012 (Putusan MK 35) yaitu: (1) hutan adat bukan hutan negara; (2) hutan adat
adalah bagian dari wilayah adat atau hak ulayat masyarakat hukum adat; (3) hak masyarakat akan
diakui jika keberadaan masyarakat adat itu ditetapkan melalui peraturan daerah. Putusan MK 35
tersebut menegaskan keberlakuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan terkait pengakuan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum melalui
peraturan daerah. Namun, dalam pelaksanaannya, masyarakat hukum adat dihadapkan dengan
berbagai peraturan yang menghambat proses pengakuan sebagai subjek hukum karena harus
memenuhi berbagai persyaratan dan tahapan. Pengakuan bersyarat dan bertahap yang disebabkan
oleh kesenjangan pengaturan (regulatory gap) tersebut menimbulkan permasalahan karena proses
yang lama dan biaya besar sehingga menghambat pemenuhan hak ulayat untuk menguasai dan
mengelola tanah adat, hutan, dan sumber daya alam. Untuk mengatasi permasalahan ini, Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah memberikan mandat hak
desentralisasi kepada pemerintah daerah sehingga memiliki kewenangan konkuren untuk
mengatur dan menentukan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat sebagai subjek
hukum melalui perda sehingga pemerintah pusat tidak punya kewenangan untuk membuat syarat
dan hanya berwenang dalam pengawasan perda.

Kata Kunci: Masyarakat Hukum Adat, Pengakuan, Subjek Hukum, Desentralisasi

! Khamid Istakhori, Mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Program Studi Hukum Bisnis (2017).
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ABSTRACT

LEGAL IMPLICATIONS OF THE SORONG REGENCY REGULATION NO. 10 OF
2017 CONCERNING RECOGNITION AND PROTECTION OF THE MOI
CUSTOMARY LAW COMMUNITY IN THE SORONG REGENCY ON THE MOI
CUSTOMARY LAW AS THE LEGAL SUBJECT

Khamid Istakhori?
Indonesia Jentera Law School

Email: khamid.istakhori@jentera.ac.id

The recognition of the customary law communitites is stated in the Article 18B paragraph (2) of
the 1945 Constitution; the State recognizes and respects the existence and rights of the customary
law communities. However, the recognition is limited by the following conditions: as long as it
exists, is not conflicted with the development of society and the principles of the Unitary State,
and is regulated by the Law. In addition, the recognition of customary law communities is also
confirmed in the Constitutional Court Decision Number 35/PUU-X/X1/2012 (The MK Decision
35) namely: (1) customary forests are not state forests; (2) customary forests are parts of the
customary area or communal land rights of the customary law communities; (3) the rights of the
communities will be recognized if the existence of the customary communities have been
acknowledged through the regional regulations. The Constitutional Court’s Decision 35 confirms
the enactment of Article 67 paragraph (2) of the Forestry Law on the recognition of customary
law communities as legal subjects through regional regulations. In its implementation, however,
customary law communities are faced with various regulations that hinder the process of
recognizing them as legal subjects due to the necessity to meet various requirements and tiers. The
conditional and tiered recognition caused by the regulatory gap in recognizing customary law
communities as legal subjects causes problems as it takes an extentive process, a lengthy duration,
and costs money, that the customary law communities have to face major obstacles to obtain their
communal land rights to control and manage their communal lands, forest, and natural resources
in it. To overcome this problem, the Law Number 23 of 2014 on the Local Government has
mandated decentralization rights to the Local Government so that they have concurrent authority
to regulate and determine the recognition of the existence of customary law communities as legal
subjects through regional regulations so that the central government does not have the atuhority to
make requierements and only authorized to supervise local regulations.

Key Words: Customary Law Communities, Recognition, Legal Subject, Decentralization

2 Khamid Istakhori, The Student of Indonesia Jentera School of Law, Business Law Study Program (2017).
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BAB I
PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang

Pengakuan atas keberadaan masyarakat hukum adat! sebagai subjek hukum telah
termanifestasi dalam UUD 1945 yang tercermin dalam Pasal 18 serta penjelasan Pasal 18 UUD
1945 (sebelum amandemen). Hal demikian merupakan konsekuensi pengakuan terhadap hukum
adat sebagai “the living law” yang sudah berlangsung sejak lama dan diteruskan sampai sekarang.
Menempatkan hutan adat sebagai hutan negara adalah bentuk pengabaian terhadap hak-hak
masyarakat adat yang sudah ada jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ada.?
Bahkan, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dalam
risalah-risalah sidangnya menunjukkan penghormatan terhadap keberagaman sistem sosial
masyarakat Indonesia sekaligus menghormati HAM. Masyarakat hukum adat juga menjadi topik
yang hangat dibicarakan dalam sidang-sidang BPUPKI.®> UUD 1945 mengatur keberadaan
masyarakat hukum adat sebagai subyek hukum yang berbeda dengan subyek hukum lainnya
yang secara jelas disebut sebagai “persekutuan hukum rakyat” yaitu masyarakat hukum adat yang
keberadaannya sudah ada sebelum proklamasi Republik Indonesia:

“Dalam territoir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 zelfbesturende
landchappen dan volksgemenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di
Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu
mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang
bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah

Terjadi perbedaan pendapat dalam penggunaan terma masyarakat hukum adat, masyarakat adat, dan masyarakat tradisional.
Masyarakat hukum adat dan masyarakat tradisional merupakan terma baru yang lahir pasca amandemen UUD 1945. Para pegiat
hak-hak masyarakat adat, peneliti, lembaga, masyarakat adat mendesak agar perumus kebijakan berani melakukan terobosan
untuk melahirkan nomenklatur baru (masyarakat adat) sebagai terma yang lebih tepat untuk penyebutan masyarakat adat. Selain
itu, penyebutan masyarakat hukum adat dan masyarakat tradisional tersebut dalam bahasa konstitusinya hanya untuk nama
fungsi. Namun demikian, dalam skripsi ini digunakan terma masyarakat hukum adat agar konsisten dengan Perda Sorong yang
menjadi objek penelitian. Selanjutnya dapat dilihat dalam link berikut: Yando Zakaria. “Tiga Langkah yang Niscaya dalam
Mengubah  Nasib ~ Masyarakat ~ Adat”,  https:/perkumpulankarsa.org,  diakses pada 25 Juli 2021,
https://perkumpulankarsa.org/2021/07/23/tiga-langkah-yang-niscaya-dalam-mengubah-nasib-masyarakat-

adat/?fbclid=IwAR 1yu7ymuqRZncCPIVUD1C3m2WBWdAem QmzH4kzvnuqlDuTpDLtMqMRi20

2 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemohon: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, 17
Mei 2013, hlm. 173-174.

Wawancara dengan Wahyu Binatara (Direktur Eksekutif Rimbawan Muda Indonesia) diselenggarakan pada 31 Maret 2021
secara online.



istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan
mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut. ™

Ketika dilakukan amandemen terhadap UUD 1945, bagian penjelasan UUD 1945 dihapus
keberadaannya. Dasar hukum mengenai pengakuan masyarakat hukum adat diposisikan pada
batang tubuh UUD 1945. Setidaknya terdapat tiga ketentuan utama dalam UUD 1945 yang dapat
menjadi dasar bagi keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat, yaitu Pasal 18B ayat (2),
Pasal 281 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Ketiga ketentuan tersebut
merupakan rujukan utama ketika membicarakan mengenai keberadaan dan hak-hak masyarakat
hukum adat dan memiliki substansi dan pendekatan yang berbeda dalam memandang masyarakat
hukum adat. Masyarakat hukum adat sebagai bagian dari Warga Negara Indonesia juga memiliki
hak-hak konstitusional sebagai warga negara misalkan untuk mendapatkan penghidupan yang

layak, lingkungan yang baik, persamaan di hadapan hukum dan hak-hak lainnya.

Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/X1/2012 (Putusan MK 35)
yang dibacakan dalam persidangan pada 16 Mei 2013, secara prinsip merupakan koreksi atas
konsep dan praktik penguasaan lahan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan). Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan menyatakan
bahwa “hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat”,
telah melahirkan kerugian konstitusional bagi masyarakat hukum adat karena wilayah adat mereka
harus menjadi bagian dari hutan negara. Putusan MK 35 mengembalikan pengakuan tersebut
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18B ayat (2) dan pasal 281 ayat (3) UUD 1945. Pengakuan
bukan hanya terkait dengan identitas sosio-kultural, namun juga terhadap wilayah kehidupan, aset

alam, kebudayaan, dan partisipasi politik.

Dalam proses uji materi (judicial review) di Mahkamah Konstitusi (MK), ketentuan yang
dimohonkan adalah: Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4),
dan Pasal 67 ayat (1), ayat (2), ayat (3). Permohonan tersebut pada intinya menyangkut dua isu
konstitusional, yaitu tentang keberadaan hutan adat dan pengakuan bersyarat terhadap keberadaan

masyarakat hukum adat.’> Pada prinsipnya, para pemohon mendalilkan bahwa pemberlakuan

4 Lihat Penjelasan UUD 1945 (sebelum amandemen)

5 Siti Rakhma Mary Herwati, Kembalikan Hutan Adat kepada Masyarakat Hukum Adat: Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi
Perkara No. 35/PUU-X/2012 mengenai Pengujian Undang-Undang Kehutanan Anotasi Putusan MK, (Jakarta, HuMa: 2014),
him. 5.



ketentuan di dalam UU Kehutanan yang menempatkan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara
dan pengakuan bersyarat terhadap keberadaan masyarakat hukum adat telah mengakibatkan
kehilangan akses dalam upaya memajukan masyarakat adat, pendampingan, dan perjuangan atas

hak-hak masyarakat adat.®

Putusan MK 35 menghasilkan dua hal penting, yaitu: (1) mengabulkan permohonan
berkaitan dengan hutan adat bukan sebagai hutan negara; dan (2) menolak permohonan untuk
menghapuskan syarat-syarat pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat yang terdapat di
dalam UU Kehutanan. Berkaitan dengan putusan mengenai hutan adat bukan hutan negara, Majelis
Hakim MK berpandangan bahwa ketentuan UU Kehutanan telah membatasi hak masyarakat
hukum adat untuk memanfaatkan hutan adatnya karena harus mendapatkan otorisasi dari
pemerintah dalam bentuk izin atau hak. Sementara itu, atas putusan yang menolak permohonan
untuk menghapuskan syarat-syarat pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, Majelis Hakim
MK menegaskan keberlakuan Pasal 67 UU Kehutanan yang menyatakan bahwa pengakuan atas
keberadaan masyarakat hukum adat dilakukan melalui pengukuhan oleh pemerintah daerah
(pemda) dengan peraturan daerah (perda), sehingga pengakuan masyarakat hukum adat menjadi

subjek hukum sebagai pemegang hak atas hutan harus dilakukan secara bersyarat dan bertingkat.

Sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (2), masyarakat hukum adat menyampaikan permohonan
penetapan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK). Permohonan harus
memenuhi berbagai kelengkapan administratif sebagai persyaratan. Selain itu, proses pengakuan
masyarakat hukum adat harus menempuh mekanisme dan tahapan yang diatur dalam berbagai
peraturan, antara lain yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Permendagri 52/2014),
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Hutan Hak
(Permen LHK 32/2015) yang kemudian digantikan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Nomor 21/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak (Permen LHK 21/2019),
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun
2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Permen
ATR 18/2019), dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021




tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Permen LHK 9/2021) sebagai aturan teknis dari Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja (UUCK).

Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan
Perlindungan’ Masyarakat Hukum Adat Moi (dalam penelitian ini, selanjutnya disebut sebagai
Perda Sorong) merupakan salah satu perda yang disusun dan disahkan berdasarkan pengaturan
Pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan dan sebagai implementasi Putusan MK 35. Secara substansial,
Perda Sorong merupakan bentuk pengakuan terhadap masyarakat hukum adat Moi sebagai subjek
hukum. Pengakuan sebagai subjek hukum memberikan kewenangan kepada masyarakat hukum
adat Moi untuk melakukan perbuatan hukum sesuai dengan hak ulayatnya yang meliputi: (a) hak
untuk mengatur dan mengurus kehidupan bersama; (b) mengelola dan mendistribusikan sumber
daya; dan (c) menjalankan kegiatan menyelenggarakan kebiasaan yang khas, spiritualitas, tradisi-
tradisi dan sistem peradilan adat. Secara definitif, hak ulayat tersebut tercermin dalam hak
penguasaan (kepemilikan) dan pemanfaatan (pengelolaan) tanah ulayat, hutan, dan sumber daya
alam yang ada di dalamnya. Kepemilikan tanah ulayat, hutan, dan sumber daya alam diatur

berdasarkan marga/sub suku dan pengelolaannya dilakukan secara bersama-sama (komunal).

Perda Sorong memberikan berbagai keuntungan kepada masyarakat, antara lain: (1)
menegaskan eksistensi masyarakat hukum adat Moi sebagai subjek hukum;® (2) merupakan
terobosan dalam pencegahan korupsi, terutama yang berkaitan dengan perizinan dan penyelesaian
masalah-masalah birokrasi yang ada di lapangan;’ (3) mengembalikan substansi pengelolaan hutan
untuk kemakmuran rakyat sesuai Pasal 3 UU Kehutanan yang menyatakan bahwa
penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang
berkeadilan dan berkelanjutan;'® (4) memotong rantai kendali pasca Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menarik kewenangan bupati/wali kota atas hutan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terdapat perbedaan makna antara kata perlindungan (sebagai tempat
berlindung) dengan kata pelindungan (sebagai hal yang melindungi). Kata perlindungan dan pelindungan berasal dari kata
dasar yang sama, yaitu lindung. Namun, imbuhan dan proses penurunannya berbeda. Kata perlindungan diturunkan dari lindung
berlindung perlindungan, sedangkan pelindungan diturunkan dari lindung melindungi pelindungan.Dalam penelitian ini, akan
digunakan kata pelindungan, kecuali untuk menyebutkan nama perda atau regulasi lainnya yang menggunakan kata
perlindungan. Penjelasan lebih lengkap terdapat dalam : https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/content/apa-
perbedaan-makna-perlindungan-dan-pelindungan.

8 Id

®  Anita Putri Nuraeni, dkk., “Benchmarking Perda Sorong 10/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum

Adat Moi,” (GIZ, Jakarta: 2019).
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dan laut ke gubernur;!! (5) berperan mendorong perdamaian dan menghindari sengketa antara
masyarakat adat;'? (6) memberikan kontribusi dalam melindungi hutan dan sumber daya alam

lainnya yang pada gilirannya memberikan keuntungan secara ekonomi bagi masyarakat.'?

Meskipun Perda Sorong merupakan terobosan dan memberikan harapan besar, tapi dalam
implementasinya mengalami berbagai hambatan. Hambatan-hambatan tersebut disebabkan oleh
berbagai faktor, di antaranya adalah inkonsistensi peraturan perundang-undangan, multi-
penafsiran atas pengakuan hukum, dominasi penggunaan hukum dan kepentingan-kepentingan
politik ekonomi yang mendasari segala kebijakan pusat dan daerah. Pengakuan hukum atas
masyarakat hukum adat sangat fluktuatif, bukan saja bergantung pada regulasi, tapi lebih
dominan dipengaruhi gravitasi ekonomi politik kekuasaan yang bekerja baik itu masyarakat adat,
pemerintahan maupun desakan pemilik modal terhadap kebijakan tertentu. Kesenjangan
pengaturan (regulatory gap) pengakuan masyarakat hukum adat seharusnya sudah selesai dalam
konstitusi.'* Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(UU Pemda) dan berpegang pada prinsip desentralisasi berbentuk kewenangan untuk
menyelenggarakan urusan pemerintahan, telah diatur secara tegas bahwa pemda memiliki
kewenangan untuk membuat kebijakan daerah melalui atau berdasarkan perda dalam rangka
penyelenggaraan otonomi daerah propinsi/kabupaten/kota.'> Sehingga, atas dasar tersebut,
pembentukan perda tersebut merupakan bagian dari kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Sorong dalam melaksanakan otonomi daerah dengan prinsip desentralisasi, yaitu untuk
menetapkan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat yang berada di daerah Kabupaten
Sorong. Selain itu, dalam sektor pertanahan dan kehutanan, tumpang tindih regulasinya
mencapai 40 persen dan pemberlakuan UUCK juga mempermudah pengadaan tanah untuk

investasi.'®

Ichwan Soesanto, “Nilai Sumber Daya Alam Masyarakat Adat melebihi Nilai Perekonomian Daerah”,
http://sdgcenter.unpad.ac.id/, 24 Februari 2019, diakses pada 27 Oktober 2020, http://sdgcenter.unpad.ac.id/nilai-sumber-daya-
alam-masyarakat-adat-melebihi-nilai-perekonomian-daerah/.
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Herlambang Perdana Wiratraman et.al., Antara Teks dan Konteks: Dinamika Pengakuan Hukum Terhadap Hak Masyarakat
Adat Atas Sumber Daya Alam di Indonesia, (Jakarta: Huma, 2010), hlm. 124.

Jorawati Simarmata, Perspektif Kebijakan Daerah dalam Konteks Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait.

Wawancara dengan Sulistyanto (Divisi Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi) diselenggarakan pada
31 Maret 2021 secara online.



Berangkat dari uraian yang dikemukakan dalam paragraf-paragraf sebelumnya, penulis
tertarik melakukan studi dengan topik atau judul “Implikasi Hukum Peraturan Daerah Kabupaten
Sorong Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
Moi di Kabupaten Sorong Terhadap Masyarakat Hukum Adat Moi Sebagai Subjek Hukum™. Studi
ini dilakukan untuk mengidentifikasi pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10
Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten
Sorong dalam perspektif prinsip desentralisasi terkait dengan kedudukan Suku Moi sebagai subjek
hukum dan menganalisis kesenjangan pengaturan (regulatory gap) terkait pengakuan masyarakat
hukum adat Moi, dan implikasinya terhadap penguasaan serta pengelolaan tanah adat Suku Moi
berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No. 35/PUU-X/2012 dan peraturan

perundang-undangan lainnya.
1.2 Pertanyaan Penelitian

Sehubungan dengan topik atas skripsi ini, adapun pertanyaan penelitian yang disusun

adalah sebagai berikut:

1) Bagaimana pengaturan pengakuan terhadap Suku Moi sebagai subjek hukum dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan
Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi?

2) Bagaimana kesenjangan pengaturan (regulatory gap) dalam pengakuan masyarakat
hukum adat Moi sebagai subjek hukum dan implikasinya terhadap penguasaan dan
pengelolaan tanah adat Suku Moi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

No. 35/PUU-X/2012 dan peraturan perundang-undangan lainnya?
1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian ini adalah sebagaimana

berikut:

1) Untuk mengidentifikasi pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10
Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di
Kabupaten Sorong terkait dengan kedudukan Suku Moi sebagai subjek hukum.

2) Untuk mengidetinfikasi dan mengalisis kesenjangan pengaturan (regulatory gap)

terkait pengakuan masyarakat hukum adat Moi dan implikasinya terhadap penguasaan
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dan pengelolaan tanah adat Suku Moi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor No. 35/PUU-X/2012 dan peraturan perundang-undangan lainnya.
1.4 Kegunaan Penelitian

Apabila tujuan penelitian di atas tercapai, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik

secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1) Secara teoritis dapat menjadi referensi mengenai pengakuan masyarakat hukum adat
sebagai subjek hukum.

2) Secara praktis dapat menjadi bahan rekomendasi bagi masyarakat hukum adat,
berbagai lembaga dan/atau pengambil kebijakan terkait pengakuan masyarakat hukum
dan implikasinya terhadap hak-hak ulayatnya terutama berkaitan dengan penguasaan
dan pengelolaan tanah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

No. 35/PUU-X/2012 dan peraturan perundang-undangan lainnya.
I.5 Kerangka Konseptual
1.5.1 Konsep Subjek Hukum

Subekti dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata menyatakan bahwa
dalam hukum, orang (persoon) berarti pembawa hak atau subjek di dalam hukum. Menurutnya,
subjek hukum (pembawa hak) melekat sejak ia dilahirkan hingga meninggal. Sementara itu, di
samping orang sebagai subjek hukum kodrati, subjek hukum juga mencakup badan-badan hukum
atau perkumpulan-perkumpulan. Mereka memiliki hak dan dapat melakukan perbuatan hukum
seperti seorang manusia. Badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan itu boleh mempunyai
kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya, dapat digugat,
dan dapat juga menggugat di muka hakim.!” Badan-badan ini meliputi badan hukum (misalnya
perkumpulan, perseroan terbatas, yayasan, dan koperasi) dan juga badan bukan badan hukum
(firma dan perseroan komanditer). Secara umum, sebagai subjek hukum, mereka diperlakukan

sepenuhnya sebagai manusia termasuk dalam hal hak dan kewajiban terhadap negara.

Dalam kaitan dengan pengakuan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum, Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pengaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

17" Prof Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 19-21.
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merupakan salah satu peletak dasar konsep dan materi pengaturan mengenai pengakuan
masyarakat hukum adat. UUPA mengakhiri dualisme hukum dalam pengaturan hukum tanah
nasional, yaitu adanya tanah-tanah yang tunduk pada hukum barat dan terdapatnya tanah-tanah
yang tunduk pada hukum adat. UUPA tidak dihadirkan untuk mengatur mengenai keberadaan
masyarakat hukum adat, tapi penyebutan masyarakat hukum adat dalam UUPA berkaitan erat
dengan legal standing sebagai subjek yang berhak menerima kuasa dari negara dalam rangka
melaksanakan hak menguasai negara dan memiliki hak ulayat.'® Penegasan atas hal ini, termuat
dalam Pasal 3 UUPA yang menyebutkan:

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan Hak Ulayat
dan hak- hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang
menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan
kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak
boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih
tinggi. "’

Penegasan UUPA tersebut, juga mengakhiri perspektif yang menganggap masyarakat adat
sebagai bagian yang dapat direkayasa dan berubah dari tradisional menjadi modern dan beranjak
menjadi lebih maju pandangannya bahwa masyarakat hukum adat (sebagai subjek hukum) akan
menentukan sendiri perubahannya sebagai pemilik memiliki sejarah, peradaban, dan
kepentingannya masing-masing.’’ Cara pandang ini diakomodir dengan politik pengakuan
(politics of recognition) yang mengakui masyarakat adat sebagai subjek hukum, sosial, dan politik
yang harus diterima keberadaan dan hak-haknya, sejalan dengan prinsip self-determination yang

sudah dikenal secara internasional.
1.5.2 Konsep Pengakuan

Subjek hukum selalu berkorelasi dengan isu pengakuan baik secara kultural maupun
administratif. Axel Honneth menyatakan setiap orang perlu diakui kekhasannya dalam rangka
mengembangkan martabat yang bersama kepercayaan diri dan harga diri adalah unsur penting dari
identitas diri yang tidak terdistorsi. Contoh klasik yang dapat dikemukakan untuk menerangkan

teori Honneth adalah pengaturan menurut UUPA yang secara jelas menyebut pengakuan terhadap

Rikardo Simarmata, Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia, (Jakarta: UNDP Regional Centre in Bangkok,
2006), him. 23.

19 Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

A. Latief Fariqun, “Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Sumberdaya Alam dalam Politik Hukum Nasional,”
Disertasi Doktor [lmu Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 2007, hlm. 81.
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hak masyarakat hukum adat dan tanah ulayat. Pengakuan tersebut, pada perkembangannya, tidak
saja terjadi pada level nasional, tetapi juga di tingkat daerah yang ditandai dengan munculnya
berbagai peraturan daerah yang mencoba mengakui atau mengintegrasikan keberagaman hukum

di tingkat lokal seiring dengan pemberlakuan otonomi daerah dan otonomi khusus.

Lebih lanjut, Honneth menjelaskan bahwa pengakuan sosial dapat berlangsung selama dua
prasyaratnya terpenuhi, yakni dimensi individualisasi dan inklusi sosial sehingga lebih banyak
orang yang termasuk dalam hubungan pengakuan yang ada, sehingga lingkaran subjek siapa
mengenali satu sama lain tumbuh dan menjadikan pengakuan hukum sebagai hal yang semakin
penting bagi kelompok yang mencoba untuk bertahan hidup di dunia yang semakin saling
bergantung di mana ada peningkatan ancaman terhadap lokal sumber daya.?! Di satu sisi,
pengakuan hukum penting untuk memperkuat kemampuan kelompok bernegosiasi dan
bertransaksi dengan non-anggota grup, sementara di sisi yang lain pengakuan juga diyakini sebagai
cara yang penting untuk melindungi kelompok dari campur tangan yang tidak semestinya dari
pemerintah dan pihak luar lainnya dan menjadikan pengakuan sebagai penegasan identitas dan

kekhasan dari masyarakat komunal tersebut.??

Dari sisi keperdataan, terdapat setidaknya dua jenis pengakuan suatu badan atau
perkumpulan sebagai subjek hukum., yaitu: (1) karena pendaftaran atau pengesahan oleh otoritas
tertentu secara administratif; dan (2) karena pembentukan peraturan perundang-undangan yang
mengakui badan atau perkumpulan tersebut terlepas berbentuk badan hukum atau bukan badan
hukum. Contoh yang pertama yang diakui karena pendaftaran/pengesahan adalah misalnya
perkumpulan, perseroan terbatas, koperasi, firma, dan yayasan. Contoh kedua yang diakui karena
disebutkan dalam regulasi adalah Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perusahaan Umum, Badan
Usaha Milik Daerah berbentuk Perusahaan Umum Daerah, dan badan hukum publik (Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial, Lembaga Penjamin Simpanan, Bank Indonesia, dan Badan
Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat). Pengakuan-pengakuan tersebut dikenal dengan konsep

inkorporasi.

2l Nancy Fraser and Axel Honneth, Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange, (London: Verso, 2003),
hlm. 37-38.
2 Id



Konsep inkorporasi bagi masyarakat hukum adat sepertinya tidak relevan disematkan
meskipun menggunakan cara kedua yaitu pengakuan melalui regulasi. Hal ini karena inkorporasi
lebih melekat kepada lembaga yang berhubungan dengan dunia ekonomi. Sementara itu,
masyarakat hukum adat mempunyai karakteristik yang lebih sosial dan kultural. Model pengakuan
masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum secara teori tradisional mungkin dianggap kurang
tepat. Namun, meminjam teori instrumentalisme John Dewey atas badan hukum bahwa sepanjang
ada tujuan yang hendak dicapai dan punya signifikansi bagi publik, maka hal tersebut jangan
sampai dideduksi pencapaian tujuannya karena teori yang kaku.* Apabila mengacu kepada teori
Dewey tadi dan diaplikasikan terhadap subjek hukum, maka suatu badan atau perkumpulan diakui

sebagai subjek hukum sepanjang memang sangat diperlukan dan dapat diatur.
1.5.3 Konsep Desentralisasi

Jimly Asshidigie menyebutkan bahwa dalam konsep negara kesejahteraan (welfare state)
negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya dalam permasalahan sosial ekonomi yang
dihadapi rakyatnya. Perluasan tanggung jawab tersebut untuk menjamin terciptanya
kesejahteraan bersama dalam masyarakat.>* Dalam pelaksanannya, perluasan tanggung jawab
dilakukan melalui 2 (dua) bentuk pembagian, yaitu: (1) pembagian kekuasaan secara horizontal,
dan (2) pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal
diimplementasikan dalam tiga cabang kekuasaan, yaitu: kekuasaan eksekutif, kekuasaan
legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Sementara itu, pembagian kekuasaan secara vertikal akan
melahirkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang akan memegang mandat hak

desentralisasi.?

Lebih lanjut, Jimly menyebutkan bahwa secara umum desentralisasi dapat dijelaskan
dalam tiga pengertian, yaitu: (1) desentralisasi dalam arti dekonsentrasi (pelimpahan beban
tugas/beban kerja tanpa diikuti oleh pelimpahan kewenangan untuk mengambil keputusan; (2)
desentralisasi dalam arti pendelegasian kewenangan berisi penyerahan kekuasaan untuk

mengambil keputusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah; (3) desentralisasi dalam

23 Michael J. Philips, Reappraising the Real Entity Theory of the Corporation, 1994, Florida State University Law Review, Vol.

21(4), pp. 1061-1123, hlm. 1073-1075.

Jimly Asshidiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, (Jakarta: Ichtiar Baru,
1994), him. 223.

Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah; Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara Kepala Daerah, DPRD dan Kepala
Daerah, (Bandung: Alumni,2004), hlm. 12-16.

24
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arti devolusi atau penyerahan fungsi dan kewenangan merupakan penyerahan fungsi
pemerintahan dan kewenangan pusat kepada pemerintah daerah. Melalui penyerahan itu,
pemerintah daerah menjadi otonom dan tanpa dikontrol oleh pemerintah pusat yang telah

menyerahkan hak itu kepada daerah.

Bertitik tolak dari pemikiran Jimly Asshidigie tersebut, Indonesia menganut
desentralisasi dalam arti pendelegasian kewenangan di mana pemerintah pusat menyerahkan
kekuasaan untuk mengambil keputusan kepada pemerintah daerah. Atas dasar tersebut,
pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki hubungan timbal balik yang sinergis.
Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan
sebaliknya daerah ketika membentuk kebijakan daerah baik dalam bentuk perda maupun
kebijakan lainnya harus memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta
keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi,

kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.?’

Menurut Hoogerwaft, desentralisasi dimaksudkan sebagai bentuk pengakuan atau
penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat sebagai badan badan publik yang lebih tinggi
kepada pemerintah daerah sebagai badan-badan publik yang lebih rendah kedudukannya.
Pengakuan atau penyerahan wewenang tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk
secara mandiri berdasarkan kepentingannya sendiri mengambil keputusan di bidang pengaturan
(regelendaad) dan di bidang pemerintah (bestuurdaad).’® Dennis a. Rondinelli, John R. Nellis,
dan G. Shabbir Cheema menyebutkan bahwa:

“Decentralization is the transfer planning, decision making, or administrative authority
from central government to its field organizations, local government, or non-
governmental organizations.

Ketiga sarjana tersebut menyebutkan bahwa desentralisasi merupakan pembentukan atau
penguatan unit-unit pemerintahan sub nasional yang kegiatannya secara substansial berada di

luar jangkauan kendali pemerintah pusat yang dalam pengelompokannya dapat dibedakan ke

26 Jimly Asshiddiqie, Pengantar llmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI,

2006), him. 26-27.

Lihat Penjelasan umum UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

28 Jimly Asshiddiqie, Pengantar llmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI,
2006), him. 26-27.

2 Id
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dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu: (i) dekonsentrasi yang merupakan ambtelijke decetralisatie
atau desentralisasi administratif, dan (ii) staatskundige decentralisatie atau desentralisasi politik.
Menurut kajian hukum administrasi negara dan hukum tata negara, ambtelijke decetralisatie
dapat disebut sebagai desentralisasi ketatausahanegaraan, sedangkan staatskundige
decentralisatie desentralisasi ketatanegaraan. Dalam ambtelijke decentralisatie pelimpahan
kekuasaan terjadi ketika alat kelengkapan negara tingkat atas memberikan kewenangan kepada
perlengkapan negara tingkat bawahnya untuk melancarkan pelaksanaan tugas pemerintahan.
Sedangkan, staatskundige decentralisatie memandatkan pelimpahan kekuasaan di bidang
perundang-undangan dan bidang pemerintahan (regelende en besturende bevoegheiden) kepada

unit-unit pemerintah daerah otonom.

Bagi pemerintah daerah tersebut, mandat hak desentralisasi berbentuk kewenangan untuk
menyelenggarakan urusan pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, secara tegas diatur mengenai hak daerah untuk menetapkan
kebijakan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Dalam pembentukan kebijakan daerah tersebut, pengaturan kewenangan konkuren antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi substansi dasar yang perlu diketahui para
pembuat kebijakan daerah. Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengurus semua urusan
pemerintahan di daerah. Daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan daerah melalui
atau berdasarkan Peraturan Daerah (Perda). Kepada Daerah dan DPRD mempunyai kewenangan
membuat  peraturan  Daerah  dalam  rangka  penyelenggaraan  otonomi  daerah

propinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan.*°

Bagi organisasi yang besar (baca: negara), desentralisasi merupakan upaya untuk
mendorong terjadinya pembentukan dan implementasi kebijakan yang tersebar di berbagai jenjang
pemerintahan subnasional. Tujuannya untuk menciptakan variasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan, sesuai dengan kondisi dan potensi masyarakat. Desentralisasi, dalam konteks ini,
menjadi pilihan logis untuk memberikan ruang akomodasi atas keanekaragaman masyarakat,
sehingga terwujud variasi struktur dan politik untuk menyalurkan aspirasi masyarakat setempat.

Desentralisasi juga dipandang sebagai otonomisasi suatu masyarakat yang berada di wilayah

30 Jorawati Simarmata, Perspektif Kebijakan Daerah dalam Konteks Undng-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait.
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tertentu yang lazim disebut daerah otonom. Dalam tradisi (di) Indonesia, daerah otonom
merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan dilengkapi dengan hak
otonom untuk membuat, mengatur, dan menjalankan kebijakan sesuai prakarsa sendiri.
Penggunaan diksi local pada local government dan local autonomy dalam dalam berbagai literatur
asing yang diserap dalam implementasi oronomi daerah di Indonesia berarti ‘masyarakat’ bukan

‘setempat’.’!

Ketika Indonesia menganut desentralisasi, tak berarti menanggalkan asas sentralisasi.
Desentralisasi dan sentralisasi, pada hakikatnya tidak bersifat dikotomis, melainkan
kontinum/rangkaian. Secara prinsip, desentralisasi tak mungkin dijalankan tanpa adanya
sentralisasi, memisahkan di antara keduanya, akan berujung pada disintegrasi. Atas pemahaman
tersebut, otonomi daerah mengandung pengertian sebagai kebebasan dan keleluasaan berprakarsa
dengan bimbingan dan pengawasan Pemerintah Pusat sehingga tidak akan bergeser menjadi
kedaulatan. Konklusinya, otonomi daerah dan daerah otonom diciptakan oleh pemerintah sehingga
menimbulkan hubungan antarorganisasi yang sifatnya resiprokal (timbal balik). Selain itu,
pembahasan mengenai desentralisasi dan sentralisasi serta tugas pembantuan akan melahirkan
distribusi urusan pemerintahan oleh pemerintah dalam jajaran organ pemerintahan. Urusan
pemerintahan, terbagi menjadi dua kelompok, yaitu: a) urusan pemerintahan yang sepenuhnya
diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat tanpa asas desentralisasi; b) meskipun sejumlah urusan
pemerintah diselenggarakan dengan asa desentralisasi, tapi tidak pernah secara ekslusif

(sepenuhnya) menjadi wewenang otonomi daerah.

Atas pemahaman kelompok pertama, Rondinelli mengingatkan bahwa tidak semua fungsi
negara dapat atau harus didesentralisasikan. Menurutnya ada fungsi-fungsi esensial bagi
keberlanjutan hidup suatu bangsa menjadikannya beberapa urusan akan lebih baik dilakukan dan
dikelola oleh Pemerintah Pusat, misalnya pengelolaan sumber daya alam yang nilai ekonominya
besar sehingga membutuhkan sumber daya manusia yang besar.>®> Sementara itu, atas pandangan
kelompok kedua, Maddick menyebutkan bahwa dalam berbagai aspek atas pelaksanaan fungsi-

fungsi tertentu, meskipun oronomi daerah diberlakukan, tetap akan dipertahankan di pusat, baik

31 Bhenyamin Hoessein, "Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah" dalam Soetandyo Wignosubroto et.al., Pasang Surut

Otonomi Daerah Sketsa Perjalanan 100 Tahun, (Jakarta: Institute for Local Development/Yayasan Tifa, 2005), him. 198.
2 1d
3 1d
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dalam perencanaan ataupun tahapan pembangunan yang dijalankan. Intinya, meskipun
desentralisasi diberlakukan, ada berbagai urusan yang menjadi kewenangan Pemerinah Pusat,
meliputi: politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter, fiskal nasional, yustisi dan agama. Di

luar urusan tersebut, dapat didesentralisasikan kepada daerah.*
1.6 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu
mempelajari permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat, tata cara yang berlaku dalam
masyarakat serta situasi-situasi, sikap, pandangan, proses yang sedang berlangsung yang
dipengaruhi oleh fenomena yang diukur secara cermat. Penelitian deskriptif merupakan penelitian
yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya.
Berdasarkan pendapat tersebut, penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk mengumpulkan
informasi mengenai status atau gejala yang ada, yaitu menggambarkan fenomena apa adanya pada
saat penelitian dilakukan.* Oleh karena itu, data yang diperlukan sebatas data sekunder berupa
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, khususnya peraturan

perundang-undangan yang terkait dengan masyarakat hukum adat.

Sumber penelitian ini terdiri dari bahan primer peraturan perundang-undangan di bidang

hutan dan masyarakat hukum adat yang setidaknya meliputi:

1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

3) Putusan Mahkamah Konstitusi nomor Nomor 35/PUU-X/2012 Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21/2019 tentang Hutan
Adat dan Hutan Hak (Permen LHK 21/2019);

5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan
dan Perlindungan Masyarakat hukum adat (Permendagri 52/2014);

M 1d.
35 Prasetya Irawan, Logika dan Prosedur Penelitian, (Jakarta: STIA-LAN, 1999), him. 60.
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6) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat
hukum adat (Permen ATR 18/2019);

7) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Perhutanan Sosial (Permen LHK 9/2021) sebagai aturan teknis dari
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja (UUCK).

8) Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10 tahun 2017 tentang Pengakuan dan
Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi; dan

9) Peraturan Bupati Sorong Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengakuan dan
Penetapan Keberadaan dan Hak Masyarakat Hukum Adat Moi Atas Tanah dan Hutan
Adat di Kabupaten Sorong.

Selain bahan primer berupa peraturan perundang-undangan, studi ini juga mengkaji

berbagai bahan sekunder yang berasal dari jurnal, laporan resmi, makalah, artikel, dan lain-lain.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis maksudnya adalah penelitian ini bertujuan
untuk menggambarkan secara utuh dan menyeluruh serta mendalam tentang permasalahan yang
berkaitan dengan implementasi Perda Sorong Nomor 10/2017 tentang Pengakuan Dan
Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong. Penelitian ini tidak saja
mendeskripsikan fenomena baik pada tatanan hukum positif maupun hukum empiris, tapi
penelitian ini juga memberikan usulan pengaturan yang seharusnya dalam memecahkan
permasalahan hukum yang berkaitan dengan implementasi Perda Kabupaten Sorong No. 10/2017
tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong. Selain
itu, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang memperhatikan fenomena
hukum dalam kehidupan masyarakat dengan tipologi metode yuridis normatif dengan cara
mengkaji norma dalam suatu peraturan perundang-undangan yang kegiatannya terdiri dari

mengklasifikasi, menghubungkan, dan melakukan perbandingan atas norma-norma tersebut.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

36 Vidya Prahassacitta, “Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Yuridis”, Businesslaw-binus.ac.id, Agustus 2019,
diakses 17 Desember 2020, https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-
yurudis/.
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1))

2)

3)

Wawancara: teknik pengumpulan data dilakukan dengan kontak langsung secara
lisan/tatap muka atau dengan cara lain secara online;

Telaah dokumen: telaah dokumen merupakan teknis pengumpulan data yang dilakukan
dengan membaca buku-buku, majalah, surat kabar, peraturan perundang-undangan
dan arsip laporan yang berkaitan dengan materi yang diteliti;

Analisis data: dilakukan untuk mendapatkan pengertian terkait situasi yang terjadi.
Selanjutnya, data yang telah disusun akan dianalisis dengan metode deskriptif
analisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang gejala dan
fakta yang terdapat dalam implementasi Perda Kabupaten Sorong No. 10/2017 tentang
Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong, dan
diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif sebagai

jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.’’

1.7 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari:

)]

2)

3)

Bab 1 yang membahas mengenai latar belakang, pertanyaan penelitian, kegunaan
penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penelitian, serta
kerangka konseptual pengakuan masyarakat hukum adat Moi sesuai pengaturan dalam
Perda Kabupaten Sorong No. 10/2017 tentang Pengakuan Dan Perlindungan
Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong dan berbagai teori/konsep lainnya
yang relevan;

Bab 2 yang mendiskusikan mengenai deskripsi masyarakat hukum adat Moi sebagai
subjek hukum yang diatur dalam Perda Sorong, analisis pasal demi pasal terkait
pengakuan, proses/sejarah pembentukan Perds Sorong sebagai subjek hukum, dan
analisis terkait pengakuan;

Bab 3 yang membahas mengenai kesenjangan pengaturan (regulatory gap) terkait
kedudukan masyarakat Moi sebagai subjek hukum dalam kaitan dengan kepemilikan

tanah adat Suku Moi , diawali dengan pembahasan terkait konsep kepemilikan lahan

37 Erickson Nosanchuk, Understanding Data Second Edition, (Oxford: University of Toronto Press, 1922), him. 17
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(teori, Perda Sorong, dan indikator pada Bab 2) dengan peraturan perundang-undangan
dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No. 35/PUU-X/2012;

4) Bab 4 berisi kesimpulan dan rekomendasi sebagai penutup.
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